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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah dipaparkan 

pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Hak 

Sewa Tanah Pertanian Di Atas Hak Milik Di Morowali Utara Provinsi 

Sulawesi Tengah dilakukan sesuai kesepakatan antara pemilik dan penyewa 

murni karena atas dasar kepercayaan atau trust, sehingga tidak ada jaminan 

jika terjadi penyelewengan hak dan kewajiban atau bahkan hingga 

wanprestasi. Satu-satunya jaminan yang bisa dipegang oleh masing-masing 

pihak adalah uang sewa, karena selama ini Pelaksanaan Hak Sewa Tanah 

Pertanian Di Atas Hak Milik Di Morowali Utara khususnya di desa 

Tontowea sangat jarang terjadi kasus sengketa atau wanprestasi. Jumlah 

keluarga yang memiliki tanah pertanian yakni hanya sebanyak 10 keluarga, 

itulah yang masih menjadi salah satu penyebab mengapa Hak Sewa Tanah 

Pertanian Di Atas Hak Milik dianggap masih menjadi salah satu pilihan bagi 

warga desa Tontowea, yaitu demi memperoleh tanah pertanian secara 

optimal untuk kebutuhan pangan. Dalam memperoleh tanah hak sewa, tidak 

selamanya penduduk melakukan sewa tahah hak milik, penduduk juga bisa 

melakukan perjanjian bagi hasil. Hal ini tidak lepas dari adanya peran adat 

serta kebiasaan masyarakat turun temurun. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat diberikan oleh 

penulis adalah bagi setiap warga yang akan melakukan Sewa Tanah 

Pertanian Di Atas Hak Milik diharapkan sudah paham dan mengerti benar 

akan asas itikad baik dalam perjanjian serta konsekuensi melakukan 

perjanjian sewa menyewa tanah pertanian tanpa bukti di atas kertas. 

Sehingga diharapkan kedepannya dapat menggunakan tindakan-tindakan 

preventif dalam melakukan perjanjian sewa menyewa tanah pertanian tidak 

lain yakni guna memberikan kepastian hukum jika sewaktu-waktu terjadi 

penyelewengan hak dan kewajiban maupun wanprestasi dari kedua belah 

pihak. 
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